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TUGAS BAGI PENGADILAN

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan
untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.
Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan
tujuan tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2012 setiap kamar di
Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar.

Mahkamah Agung pada tanggal 19 November 2023 sampai dengan
21 November 2023 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk
membahas permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial yang
mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah
melahirkan rumusan sebagai berikut.

Rumusan Pleno Kamar Pidana.
Rumusan Pleno Kamar Perdata.
Rumusan Pleno Kamar Agama.
Rumusan Pleno Kamar Militer.

Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara.

U

Rumusan Pleno Kamar Kesekretariatan.
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Sehubungan dengan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tersebut,

disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjadikan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2012 sampai

dengan tahun 2023, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam
penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung,
pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama sepanjang
substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan

tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama.

2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2022
yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi
bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2023,
rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian wuntuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2023
MHKAMAH AGUNG

Tembusan.

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;

2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;

3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;

4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;

5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.
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RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2023

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana,

Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara

dan Kamar Kesekretariatan, dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023

sampai dengan 21 November 2023 di Hotel Intercontinental Bandung, telah

menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut.

A. RUMUSAN KAMAR PIDANA

1.

Ketua pengadilan negeri dalam memberikan izin penggeledahan
terhadap gedung atau kantor atau instansi atau lembaga atas
permohonan penyidik, harus menyebutkan tempat atau ruangan
secara rinci yang secara khusus hendak dilakukan
penggeledahan.

Ketua pengadilan negeri dalam memberikan persetujuan
penyitaan terhadap barang bukti narkotika harus mencantumkan
berat bersih (netto) terhadap barang bukti narkotika yang telah
disita dan dimohonkan persetujuan tersebut.

Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang

bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto
SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan
pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum
khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Peninjauan Kembali (PK) Kedua:

Pengajuan PK Kedua sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 10
Tahun 2009 juncto SEMA Nomor 7 Tahun 2014 apabila dalil

pertentangan dua/lebih putusan pengadilan berbeda yang
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didalilkan oleh pemohon PK/terpidana tidak terbukti, maka amar
putusan permohonan PK/terpidana tersebut dinyatakan ditolak.

Rumusan hasil rapat pleno Kamar Pidana tahun 2020
sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 huruf
A angka 1 tentang redaksi pidana denda yang tidak dibayar pada
perkara pajak dicabut karena sudah menjadi norma dalam Pasal
44C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan.

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

1.

Perdata Umum
Lembaga swasta Indonesia dan atau perseorangan Indonesia,
yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa
asing yang tidak disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia
tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali
dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan Bahasa Indonesia
karena adanya iktikad tidak baik oleh salah satu pihak.
Perdata Khusus
a. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1)  Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

a) AYDA tidak dikonstruksikan sebagai jual beli objek
jaminan, melainkan hanya penyerahan objek
jaminan secara sukarela kepada bank untuk dijual
sebagai pelunasan utang.

b) Selama AYDA belum terjual maka status bank
tetap sebagai kreditor separatis dan objek AYDA
merupakan boedel pailit, namun ketika objek AYDA
sudah terjual, sedangkan masih ada sisa piutang,
maka bank dapat menagihnya dalam status
sebagai kreditor konkuren.

c) Hakim Pengawas dalam menjalankan tugasnya

mengacu kepada informasi yang tersedia pada
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Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selalu di
update dengan data dari bank yang bersangkutan
untuk menentukan status debitor.

2) Permohonan pernyataan pailit ataupun PKPU terhadap
pengembang (developer) apartemen dan/atau rumah
susun tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian
secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Perselisihan Hubungan Industrial

Pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu (PKWT) dan diputus hubungan kerjanya

sebelum jangka waktu berlakunya PKWT berakhir, berhak

mendapatkan uang ganti rugi dan uang kompensasi dengan
memperhatikan jangka waktu PKWT yang telah dijalaninya

(vide: Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021).

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1.

Hukum Perkawinan

Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf
b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara
perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri
berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah
tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran
terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada
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harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti
dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam)
bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya
Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”
Hukum Perwalian
Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa,
maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan
permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara
voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang
masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum
tertentu di dalam dan di luar pengadilan.

Hukum Kewarisan

Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka

anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut

agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai
penerima wasiat wajibah dari pewaris.

Hukum Ekonomi Syariah

a. Menyempurnakan rumusan hukum SEMA Nomor 4 Tahun
2016 angka 2, Eksekusi hak tanggungan berikut
pengosongan hasil lelang eksekusi hak tanggungan dan
eksekusi jaminan fidusia yang lahir dari akad syariah
merupakan kewenangan peradilan agama kecuali .objek
pengosongan dikuasai pihak ketiga.

b. Sengketa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah
(Mas’uliyah Tagsiriyah/ Dhaman ‘Udwan) yang dilakukan
oleh nasabah atau konsumen atau pelaku usaha sektor
ekonomi syariah merupakan kewenangan peradilan agama.

Hukum Jinayat

‘Uqubat yang diatur dalam Pasal 48 juncto Pasal 50 Qanun Aceh

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijatuhkan

pada jarimah persetubuhan dengan anak.
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D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

|

Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Pelaku

Tindak Pidana

a. Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari
dinas militer terhadap prajurit/terdakwa yang melakukan
ketidakhadiran tanpa izin/desersi dengan maksud untuk
menghindari pelaksanaan tugas operasi.

b. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer
kepada terdakwa tidak dijatuhkan berdasarkan hanya atas
permohonan pemecatan yang diajukan terdakwa kepada
majelis hakim di persidangan.

c. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan
kepada seseorang prajurit (terdakwa) yang terbukti sebagai
penyalah guna narkotika apabila ditemukan fakta hukum
bahwa:

1) terdakwa baru pertama kali mengonsumsi narkotika;
2) terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum
baik pidana maupun disiplin.

Penerapan Pasal 103 ayat (1) KUHPM Terhadap Prajurit yang

Melakukan Ketidakhadiran di Kesatuan yang Baru

Prajurit yang telah dilepas dari kesatuan lama untuk

melaksanakan surat perintah pindah satuan, tetapi tidak segera

melapor di kesatuan baru, tidak diterapkan ketentuan tentang

ketidakhadiran tanpa izin/desersi karena yang bersangkutan

belum tercatat sebagai anggota kesatuan baru.

Hak-Hak Rawatan Dinas Prajurit Terhadap Permohonan

Peninjauan Kembali yang Dikabulkan

a. Prajurit yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari
dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, hak-hak rawatan dinasnya tidak
diberikan kecuali ada putusan peninjauan kembali yang

meniadakan penjatuhan pidana tambahan tersebut.
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b. Prajurit menerima kembali hak-hak rawatan dinas
keprajuritan sejak yang bersangkutan diaktifkan kembali
berdasarkan putusan peninjauan kembali.

Tindak Pidana Narkotika

a. Terdakwa yang turut ditangkap bersama dengan orang lain
yang tertangkap tangan karena sedang melakukan tindak
pidana narkotika, tidak dapat diterapkan dalam Pasal 131
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
apabila terdakwa tidak memiliki waktu yang cukup untuk
melaporkan adanya tindak pidana tersebut.

b. Hasil uji pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap
urine dan/atau rambut dan/atau darah seseorang prajurit
(terdakwa) merupakan alat bukti surat yang harus
dipertimbangkan untuk membuktikan seseorang sebagai
penyalah guna narkotika sebagaimana dirumuskan dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

L.

Fatwa/Pendapat Hukum Hanya Untuk Lembaga Negara dan
Lembaga Pemerintahan

Mencabut huruf A angka 6 rumusan hukum Kamar Tata Usaha
Negara Tahun 2013 yang dituangkan dalam SEMA Nomor 4
Tahun 2014, dan mengatur Kembali sebagai berikut:

Mahkamah Agung hanya dapat memberi keterangan
pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga
negara dan lembaga pemerintahan.

Pengabaian Permohonan Pembatalan Keputusan Tata Usaha
Negara Tidak Dapat Digugat Sebagai Sengketa Tindakan
Pemerintahan

Permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang

tidak ditanggapi, tidak dapat digugat sebagai sengketa tindakan
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faktual, karena gugatan tersebut merupakan gugatan biasa
dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. (Larangan
mencampuradukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha
Negara dan tindakan faktual).

3. Pembakuan Amar Putusan Dalam Perkara Tindakan
Pemerintahan
Dalam hal gugatan tindakan melanggar hukum oleh badan
dan/atau pejabat pemerintah dikabulkan, maka sebelum amar
yang bersifat condemnatoir, harus ada amar yang bersifat
deklaratif misalnya menyatakan tergugat telah melakukan
perbuatan melanggar hukum. (Perubahan Amar Putusan dalam
Template dan Pedoman  Penulisan Putusan/Penetapan
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat
Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, sebagimana
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
359/KMA/SK/XII/2022).

4. Sengketa Pajak
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Setelah Putusan Pidana
Perpajakan
Dalam hal tindak pidana pajak telah diadili dan diputus
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap, asas litis finiri oportet dan asas ultimum remedium tidak
berlaku mutlak sepanjang terpidana masih memiliki kewajiban
pajak.

(Perubahan Rumusan Kamar Tata Usaha Negara dalam SEMA
Nomor 2 Tahun 2019 angka 5 huruf b).

F. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN
1. Regulasi dan Kebijakan Strategis
a. Implementasi rekomendasi hasil evaluasi Cetak Biru akan

dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.
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Harmonisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung
di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
(Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya terkait kewenangan atas
penjatuhan  hukuman  disiplin dalam  pelaksanaan
pengawasan melekat dengan  ketentuan = Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil.

Melakukan kajian dan menyusun Peraturan Mahkamah
Agung tentang Keprotokolan di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Melakukan kajian dan menyusun Keputusan Ketua
Mahkamah Agung tentang Pedoman Juru Bicara pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya serta fungsi kehumasan pada pengadilan tingkat
banding dan pengadilan tingkat pertama di bawah
Mahkamah Agung.

Melakukan kajian dan merevisi Keputusan Ketua Mahkamah

Agung Nomor 125/KMA/SK/IX /2009 tentang Pendelegasian
sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua
Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah
Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.
Nomenklatur pengadilan dan eselonisasi jabatan teknis
peradilan:

1) melakukan kajian naskah urgensi terkait penyusunan
Keputusan Presiden tentang nomenklatur pengadilan
tingkat pertama;

2) mengusulkan pembahasan peraturan presiden tentang

kedudukan jabatan kepaniteraan pengadilan sesuai
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dengan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil
Negara dan peraturan pemerintah terkait; dan

merevisi secara menyeluruh Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
terkait dengan nomenklatur pengadilan dan eselonisasi

jabatan.

g. Menyusun norma/kebijakan Mahkamah Agung terkait:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

revisi dan pelaksanaan Buku II sebagai panduan kerja
pengadilan,;

pengelolaan media sosial;

standarisasi keamanan di lingkungan Mahkamah
Agung;

identitas khusus kendaraan dinas di Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang Berada di bawahnya;

kriteria klasifikasi pengadilan tingkat banding;
pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja
bagi tenaga teknis pengadilan; dan

pedoman penatausahaan aset tak berwujud di

lingkungan Mahkamah Agung.

Sarana dan Prasarana

Menyediakan baju dinas hakim dan Aparatur Sipil Negara di

lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Keuangan

a. Menyusun kebijakan Mahkamah Agung terkait besaran

persentase penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

denda perkara pelanggaran lalu lintas secara proporsional

antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia,

serta Kepolisian Republik Indonesia dengan melibatkan

Kementerian Keuangan.
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Menyusun petunjuk teknis Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian
Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

DIN




